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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik 

Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah”, 

dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik 

serta Ketidakpatuhan dan pengabaian Lembaga Negara terhadap produk-produk hukum 

Ombudsman. Oleh karena itu Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai kekuatan 

hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta 

perspektif Fiqh Siyāsah terhadap rekomendasi tersebut dalam rangka meningkatkan 

kualitas pengawasan pelayanan publik. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui 

pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literature review (studi 

literatur), yang melibatkan analisis dan penelusuran secara rinci terhadap sumber-sumber 

informasi yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik penelitian. 

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan 

mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek-

aspek sesuatu yang khusus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

ombudsman Republik Indonesia dikatagorikan kedalam bentuk pengawasan eksternal 

yang bersifat preventif dan represif. Selain itu kekuatan hukum dari sebuah Rekomendasi 

Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat imperative, tidak diperkuat dengan 

memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para Terlapor atau 

atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh 

Ombudsman Republik Indonesia. 

Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sebagai respons terhadap 

situasi tersebut, Penulis menyarankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada 

Ombudsman Republik Indonesia, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi 

juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap 

penyelenggara pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peristiwa Reformasi pada tahun 1998 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah 

politik dan sosial Indonesia karena membawa perubahan yang signifikan dalam sistem 

pemerintahan, hukum, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya itu 

saja reformasi juga menjadi momen untuk memperkuat dan mempertegas bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Reformasi tersebut menguatkan supremasi hukum 

sebagai fondasi utama dalam menjalankan negara dan kehidupan Masyarakat. Mengenai 

konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia cenderung mengarah pada 

konsep negara kesejahteraan atau welfarestate. Dimana negara memiliki tanggung jawab 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, ini berarti negara memiliki kewajiban untuk 

aktif terlibat dalam kehidupan Masyarakat sebagai Langkah untuk kesejahteraan rakyat. 

Konsep welfarestate dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonsia 1945 alinea IV yang berbunyi: “Negara melindungi 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. 

Mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaina abadi dan keadilan sosial.” 

Untuk mencapai tujuan “kesejahteraan umum” negara menggunakan beragam 

Langkah agar kesejahteraan dalam negara itu terwujud, salah satunya dengan pemberian 

pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum undang-

undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwasannya negara memiliki 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui system pemerintahan 

yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam 
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